




2.1. Evaluasi Sistem  
Evaluasi berasal dari kata Evaluation (bahasa Ingggris). Kata tersebut 
diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 
mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi 
"Evaluasi". Menurut Umar (2015:36) Evaluasi adalah Suatu Proses untuk 
menyediakan informasi positif maupun negatif tentang sejauh mana suatu 
kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu 
standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta 
bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-
harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2015:36).  
Sedangkan menurut pendapat dari Dudung (2016:15) Evaluasi adalah 
proses penilaian. Dalam perusahaan dapat difinisikan sebagai proses evaluasi akan 
mengukur efektivitas strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Sedangkan menurut pendapat dari Tobari (2015:39) evaluasi adalah kegiatan 
penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi baik secara  kualitatif atau 






Demikian evaluasi dapat didefinisikan proses penilaian keberhasilan dan 
kekurangan dalam suatu kegiatan positif atau negatif atau merupakan gabungan 
dari keduanya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam suatu kegiatan. 
Menurut Hasyim (2017:2) Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, 
memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, 
memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah 
direncanakan. (Hasyim, 2017:2) 
1. Meningkatkan Saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 
kinerja. 
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 
termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 
berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 
dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 
pekerjaan yang di embannya sekarang. 
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 
karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 
kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui 
rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.
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Dalam setiap evaluasi memiliki tahapan-tahapan, yang sering digunakan. Berikut 
ini dipaparkan salah satu tahap evaluasi yang sifatnya umum digunakan menurut 
Umar (2015:39) bahwa : 
1. Menentukan apa yang akan dievaluasi 
2. Dalam bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada 
program kerja perusahaan. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang 
kiranya dapat dan perlu dievaluasi 
3. Merancang desain kegiatan evaluasi 
4. Sebelum evaluasi dilakukan tentukan terlebih dahulu desain evaluasinya 
agar data apa saja yang dibutuhkan , tahapan-tahapan kerja apa saja yang 
dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan 
menjadi jelas 
5. Pengumpulan data 
6. Berdasarkan desain yang telah disiapkan pengumpulan data dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah 
ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 
7. Pengolahan dan analisis data 
8. Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar 
mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai 
sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.selanjutnya 
dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan 




9. Pelaporan hasil evaluasi 
10. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan hendaknya hasil evaluasi didekomentasikan secara tertulis 
dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. 
Sistem adalah prosedur-prosedur yang saling berkesinambungan satu 
dengan yang lain dalam rangkaian yang menyeluruh. Karena berfungsi dalam 
mencapai tujuan tertentu.  Sistem menurut Mulyadi (2016:23) adalah sekelompok 
unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama – sama 
untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2016:23). Sistem merupakan suatu 
kumpulan dari komponen – komponen yang membentuk satu kesatuan. (Tyoso, 
2016:1).  
Sekumpulan komponen atau subsistem, sehingga sistem terdiri dari beberapa 
subsistem dan demikian juga sebaliknya. Sistem adalah sekumpulan atau grup 
dari bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non fisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu Yulia (2016:45). 
Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa evaluasi sistem 
adalah suatu komponen atau sekelompok penilaian atas unsur yang erat baik fisik 
maupun non fisik yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan 





2.2. Sistem Akuntansi Hutang 
2.2.1. Pengertian Hutang 
Hutang adalah instrument yang cukup penting bagi suatu perusahaan atau 
badan usaha. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan operasi usahaatau modal 
investasi. Karena saking pentingnya tersebut hampir semua perusahaan atau badan 
usaha memiliki hutang. Menurut Hantono (2018:16) bahwa Hutang adalah semua 
kewajiban perusahaan yang harus dilunasi yang timbul sebagai akibat pembelian 
barang secara kredit ataupun penerimaan pinjaman (Hantono, 2018:16) 
Relevan dengan yang disampaikan Kuswati (2015:71) bahwa Hutang 
adalah pengorbanan manfaat ekonomi massa mendatang yang mungkin timbul 
karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau 
memberikan jasa kepada entitas lain dimassa mendatang sebagai akibat transaksi 
masa lalu (Kuswati, 2015:71). Demikian hutang dapat didefinisikansemua 
kewajiban yang harus dilunasi sebagai akibat pembelian kredit ataupun 
penerimaan pinjaman atau jasa kepada entitas lain di massa mendatang akibat 
transaksi masa lalu. 
2.2.2. Kewajiban hutang 
Maulana (2017: 46) menyampaikan bahwa kewajiban hutang terdiri atas  : 
1. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dilunasi dari 
aset lancar atau  dengan menimbulkan hutang jangka pendek yang lain 




2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan 
dilunasi dalam jangka waktu  lebih dari satu tahun dari tanggal neraca. 
Jenis kewajiban jangka panjang antara lain hutang obligasi dan hutang 
wesel jangka panjang. 
2.2.3. Jenis-jenis hutang 
Hutang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis Hutang berdasarkan 
kategori yang diciptakan (dwi martani, 2015 : 13), seperti : 
1. Hutang Usaha, Yaitu utang yang berasal dari transaksi pembelian barang 
dan jasa dalam dagang yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan 
utang usaha bagi perusahaan. Pencatatan utang usaha biasanya hanya 
didasarkan pada nota, kwitansi, atau faktur 
2. Hutang bank yaitu hutang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman 
bank kepada perusahaan. Hutang bank biasanya mencakup persyaratan 
pembayaran, jangka waktu pinjaman dan bunga pinjaman yang 
dibebankan 
3. Wesel bayar yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak 
kreditornya untuk membayar sejumlah uang dimasa mendatangdengan 
jumlahyang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan.  
4. Obligasi, yaitu surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang 
berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang dimasa mendatang 
beserta sejumlah bunga sesuai dengan yang dijanjikan. 
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5. Hutang Dividen, yaitu kewajiban perusahaan kepada para pemegang 
sahamnya untuk membayar dimasa mendatang dengan berbagai 
bentuknya, baik kas, surat berharga, maupun saham. 
6. Hutang Pajak, yaitu kewajiban yan timbul akibat perusahaan belum 
membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang 
berlaku, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan 
sebagainya. 
7. Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang telah terjadi namun 
sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. 
8. Pendapatan diterima dimuka yaitu pendapatan yang telah diterima secara 
tunai namun pendapatannya belum diperoleh. 
2.2.4. Pengakuan dan Pengukuran Hutang 
Diakui jika memenuhi tiga syarat yaitu (dwi martani, 2015 : 13) 
1. Entitas memiliki kewajiban kini ( baik bersifat hukum, konstruksi) sebagai 
akibat peristiwa masa lalu 
2. Kemungkinan besar (probable) penyelesaian liabilitas tersebut 
mengakibatkan arus keluar sumber daya dan 
3. Estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas nilainnya dapat di ukur 
dengan andal dapat di buat. 
Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut provisi tidak dapat diakui. 
Ketika tidak memnuhi ketiga persyratan tersebut, kemungkinan liabilitas tersebut 
cukup diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi tergantung matrealitas dan 
kemungkinan terjadinya. Misalkan ketika suatu peristiwa mengikat dengan jumlah 
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material memenuhi persyaratan a dan b tetapi tidak memnuhi c maka entitas 
cukup mengungkapkan sebagai liabilitas kontijensi. 
Pengukuran provisi didasarkan pada hasil estimasi terbaik dari 
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir 
periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar 
entitas untuk menyelesaikan dan mengalihkan kewajiban. Namun jika entitas 
dapat mengestimasi secara rasional jumlah tersebut maka jumlah yang diakui 
adalah nilai estimasi tersebut. 
Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan dengan pertimbangan 
manajemen dan dilengkapi dengan pengalaman mengenai transaksi serupa dalam 
beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Diantara bukti yang 
dipertimbangkan adalah peristiwa setelah periode pelaporan. Ketidakpastian 
jumlah yang akan diakui sebagai provisi dinilai berdasarkan informasi dan kondisi 
yang ada. Jika kemungkinan tersebut dapat ditentukan dengan suatu probilitas, 
maka metode statistik metode yang diharapkan dapat digunakan. Jika terdapat 
unsur ketidakpastian, entitas harus berhati-hati sehingga pendapat atau aset tidak 
menjadi terlalu besar dan beban atau kewajiban tidak menjadi terlalu kecil. 
2.2.5. Sistem Akutansi Pembelian 
Dalam sistem akutansi pembelian, komputer digunakan untuk mengelola 
bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggraan register bukti kas keluar dan 























































































Gambar 2.1  
Sistem Pembelian kredit 





Prosedur permintaan pembelian, permintaan penawaran harga, dan pemilihan 
pemasok, order pembelian, dan penerimaan barang dalam sistem komputer tidak 
banyak berbeda dengan sistem akutansi pembelian dalam sistem manual. Dalam 
bagian ini akan diuraikan prosedur pencatatan hutang dengan menggunakan 
komputer sebagai alat pengolahan datanya. 
Bagian pembelian membuat surat permintaan pembelian kepada 
perusahaan setelah diterima oleh perusahaan bagian pembelian membuat surat 
permintaan penawaran harga dan dikirim ke pemasok setelah diterima pemasok 
bagian pemasok membuat surat penawaran harga dan membuat perbandingan 
harga setelah semua disetujui bagian pembelian membuat surat 5 order pembelian 
dikirim ke pemasok setelah semua barang dikirim ke bagian pembelian 
melaporkan penerimaan barang dan mencatatkan tanggal penerimaan SOP lembar 
6 dan 7 dan dari pemasok membuat faktur untuk bagian hutang. 
2.2.6. Prosedur Pencatatan Hutang 
Metode pencacatan hutang dibagi menjadi 2 macam yaitu (Mulyadi, 
2016:286)   
1. Account Payable Procedure 
Dokumen ynag digunakan dalam account payable procedure adalah: 
a. Faktur dari pemasok 
b. Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok 
atau tembusan surat pemberitahuan (remittance advice) yang dikirim ke 




Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payableprocedure adalah: 
a) Kartu Hutang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada 
tiap kreditur. 
b) Jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. 
c) Jurnal pengeluaran kas,digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran 
hutang dan pengeluaran kas yang lain. 












Gambar 2.2  
Prosedur Pencatatan Utang dengan Account Payable Procedure 
Sumber: Sistem akuntansi (Mulyadi, 2016:284) 
 
Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar : 
1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian 
2. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian di posting ke dalam kartu 
hutang diselenggarakan untuk setiap kreditur. 
Pada saat jumlah dalam dalam Faktur dibayar: 


















2. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan 
dengan    pembayaran hutang diposting kedalam kartu hutang. 
2. Voucher Payable Procedure 
 
Dokumen yang digunakan dalam dalam voucher payable procedure  
Bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek (voucher atau voucher 
check). Formulir ini mempunyai 3 fungsi yaitu : 
1. Sebagai surat perintah kepada bagian kassa untuk melakukan pengeluaran kas 
sejumlah yang tercantum didalamnya. 
2. Sebagai pemberitahuan kepada kreditor mengenai tujuan pembayarannya 
(sebagai remittance advice). 
3. Sebagai media untuk dasar pencatatan hutang dan persediaan atau distribusi 
lain. 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah 
sebagai berikut: 
1. Register bukti kas keluar (voucher register) 
2. Register cek (check register) 
Prosedur pencatatan hutang dengan voucher payable procedures dapat dibagi 
menjadi : 
1. One-Time Voucher Procedures 
One-time voucher procedures dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
a. One-time voucher procedures dengan dasar tunai (cash basis).
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Dalam procedure ini, faktur yang diteima oleh fungsi akuntansi 
daripemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh 
temponya. Pada saat jatuh tempo faktur tersebut, fungsi akuntansi 
membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal 
pengeluaran kas. Dalam prosedur pencatatan hutang ini tidak 

























Gambar 2.3  
One Time Voucher Procedure dengan Cash Basis 





























b. One-time voucher procedures dengan dasar waktu (accrual basis). 
Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian hutang dari 
pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian hutang, yang 
kemudian atas dasr dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian 
dalam register bukti kas keluar (voucher register). Pada saat bukti kas 
keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini dikirimkan ke bagian kasa 
sebagai dasar untuk membuat cek untuk dibayarkan kepada pemasok. 
Pengeluaran cek ini di catat dalam jurnal pengeluaran kas. Prosedur ini 
























































































Gambar 2.4  
One Time Voucher Procedure dengan Accrual Basis full fledged Voucher System 





2. Build-Up Voucher Procedures. 
Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung 
lebih dari satu faktur pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akutansi 
daripemasok dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian bukti kas keluar dilampiri 
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Gambar 2.5 
 Built-up Voucher Procedure 





Jika diterima lagi dari pemasok yang sama, oleh fungsi akutansi bukti kas keluar 
tersebut diambil dari arsip, untuk diisi dengan informasi dari faktur yang baru 
diterima tersebut. Bukti kas keluar tersebut dikembalikan ke dalam arsip bukti kas 
keluar yang belum dibayar. Pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo 
pembayaran yang lain, bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip dicatat oleh 
fungsi akutansi kedalam register bukti kas keluar, dan kemudian diserahkan 
kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek. Cek ini di catat oleh fungsi 
keuangan dalam register cek dan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya 
dikembalikan lagi ke fungsi akutansi untuk disimpan dalam arsip bukti kas keluar 
yang telah dibayar. Dalam prosedur ini arsip bukti kas keluar yang belum dibayar 
merupakan catatan hutang yang di selenggrakan atas dasar waktu (accrual basis). 
Karena bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar pada saat bukti kas 
keluar dibayar,hal ini berarti pendebitkan akun lawan hutang dilakukan dengan 
dasar waktu dengan cara sebagai berikut : (1) dibuat jurnal untuk bukti kas keluar 
yang belum dibayar pada saat pembuatan laporan keuangan, atau (2) menutup 
semua bukti kas keluar (dengan cara menjumlahkan rupiah faktur yang tercantum 
didalamnya) pada saat pembuatan laporan keuangan 
 
